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BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1| Tahun 2013, tentang Pemberdayaan
Masyarakat melalui  Peningkatan  Kesejahteraan
Keluarga  ditegaskan  bahwa  Tim  Penggerak
Peningkatan Kesejuhteraan Keluargn  selanjutnya
disingkat dengan TP PKK adalah fasilitator, perencana,
pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-
masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya
program PKK yang merupaken mitra kerji pemerintah,
dan organisasi kemasyarakatan/lembaga
kemasyarakatan lainnya;

bahwa sehubungan dengan telah  berakhirnya
Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan
masa bakti Tahun 2010-2015, maka perlu dibentuk
kembali pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Seclatan
untuk masa bakti Tahun 2016 - 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) jis Undang-vndang Drt Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun
1958 (Lembaran Negara Rejublik Indonesia Tahun
1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1643);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Kevangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indoneaia Tahun 2003 Momor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor A28B6).

Undang-Undang Nomur 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ‘tenlang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan  Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahun
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400}

Undung-Undang Nomor 23 Tuhun 2014,  lenlung
Pemerintahan Daerah  (Lemburan  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nome: 244, Tambehan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
schagnimana telah beberapa kali duibah  teraichir
dengan Undang-Undang Nomor @ Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedus Atas Undanp Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerih (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5H,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indenesa
Nomor 5679),

Undang-Undang Nomor 13 Tuhun 2009 tentang
Perimbangan Keuangan Antarn Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembarin Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup
(Lembaran Negara Repubbk Indonesia Tahun 2000
Nomor 140, Tambahan Lembaran Neparn Republik
Indonesia Nomor 5059),

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Keschatan (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negars
Republile Indonesia Nomor 50063},

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Daerah  (lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578},
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahan 2000 tentang,
Pedamen Pambinann thitn RIS
Penyelenggarann  Pemerintahon Diverah (Lombaran
Negara Republile Indonoin Talian 2000 Nomor 16l

Tambahan  Lembaran  Negara Republile indonesin

Nomor 4593);

Peraturan Pemortntah Nomor 38 Tahan 2007 tontung

Pembagian urtsan Pemnerintnhon Antar Pemerintah,
Pomerintahan  Daerah  Provinel dun Pemerintanhnn
Daorah Kabupaton/Kota (Lemburan Nepura Republik
Indonesla  Tahun 2007  Nomor 82, Tambehan
Lembaran Nogara Republile Indonenin Nomaor ATV

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentung

Organisasi  Peranghkat  Daernh (Lombaran  Nogara
Ropublik Indonesin Tahun 2007 Nomor 89, Tambuhun
Lembaran Negara Republik Indonealn Nomor 4741);

Peraturan Menterl Dalam Nogerl Nomor 1 Tahun 2013
tentang Pemberdayaan Manyarakat melalul
Peningkatan Keaejuhternan Keluarga;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produl Hulkum Duernh;

Keputusan Menteri Dalam Nepert Nomor 132 Tahun
2003 tentang Peluksunann Penyenundan Gonder dalnm
Pembangunan;

Keputusan Menteri Pemberdaynan Perempuan Nomor

41/Kep/Meneg.PP/VIT/2007 tentiny Pedoman Umum
Revitulisasi Program  ‘Terpadu Peningkatan Pernnon
Wanita Menuju Kelurga Schat dan Sejohtera,

CPeraturan Dacrah Knbupaten Pesisir Selatnn Nomor H

Tahun 2014 tentong Susunnn Orpganisnsd dan ‘Tota
Kerjo  Lemboaga Teknis Dacrnl Kobupaten Pesisire
Selatan;

MEMUTUSKAN!:

Penctapan Penpurus Tim Penggernk Pemberdaynan dan
Kescjuhternan Keluarga Knbupaten Pesisic Selatan Masa
Bakt Tahun 2016-2021, sebagnimany terenntum dalam
Lampiran Keputusan inl dan merupnkan baginn yang
tidak terpisnhkan dari Keputusan Bupiti ini.
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tuhun 2005 lentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelengguraan Pemerinthan  Dacrab  (Lembaran
Negara Republik [ndonesio Tubun 2006 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik  [ndonesie
Nomor 4593),

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahnn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474 1]);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tehun 2013
tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui
Peningkatan Kesejahteraan Keluerga;

Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

.Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 132 Tahun

2003 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Gender dalam
PembLangunan:

Keputusan Mentert Pemberdayann Perempunn Nomauor
41/Kep/Meneg.PP/VII/ 2007 tentung Pedoman Umum
Revitalisasi Program Terpadu Pemingkatan Peranan
Wanite Menuju Kelurga Sehat dan Scjuhtery;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesear Sclatan Nomor 5
Tuhun 2014 tentang Susanan Orgamesasy dan Tato
Kerju Lemboge Tekmis Dacrah RKabupaten Pesisir
Selaton;

MEMUTUSKAN:

Penetapan Pengurus Tim Penguernk Pemberdayann dan
Kesejuhternan Keluarga Kabupaten Pesistr Selatan Masa
Bakti Tahun 2016-202), sebagamuana tercontum dalam
Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagan yang
tidak terpisahkan dari Keputusan Buputs ing,
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Mengucapkan terima kasili dan penghargaon kepnda
Pengurus  Tim Penggerak Pemberdoyann dan
Kesejahteraan Kelurgn Kabupaten Pesisir Sclutan masu
bakti Tahun 2010 sampai dengan 2015 alos segalu
bantuan dan partisipasinyas  dalim memajukan dun
mengembangkan Gernkan Pemberdnyaun din
kescjahteraan Keluarga di Kabupaten Pesisie Selatan,

Pengurus  Tim  Penggerak  Pemberdayaan dan
kesejahteraan Keluarga scebagaimana dimuksud Diktum
KESATU mempunyai tugas dan langgung juwab scbagai
berikut ;

Ketua . Melakukan fungsi pimpinan dan
pegendalian seluruh aktivitas
pembinaan Gerakan Pemberdayann
Kesejahteraan Keluarga di Daerah,

Wakil Ketua . Membantu tugas-tugas Ketua dalam
memimpin  dan mengendalikan
aktifitas QGerakan Pemberdayaun
dan Kesejahteraan  Keluarga di
Dacrah;

Sekretaris . Melakukan Pelayananan — untuk
kelancaran Pelaksanaan tugas Tim
Penggerak ~ Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga dan
Menkoordinir Ketatausahaan,;
Wakil . Melakukan fungsi administrasi
Sekretaris kesekretariatan ~ mengelola  dan

menganalisa data serta informasi
yang berkaitan dengan program dan

Kegitan Pemberdayaan dan
kesejahteraan keluarga;
Bendahara . Melaksanakan Prosedur

Pengelolaan  tertib administrasi
Keuangan sesuai dengan program
serta kegiatan pembinaan dan
pengembangan pemberdayaan
kesejahteraa 1 Keluargu;

- Melaksanakan Lugas masing-masing

Ketua

Kelompok Kelompok Kerja

Kerja

Wakil ¢ Membantu Ketua Kelompok Kerja
Kelompok dalam merencanakan Program kerja
Kerja Tim Penggernk Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga  sesuai
dengan kelompok  kerja masing-

masing;
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Sekretaris © Membantu Konsep Surat yang
Kelompok berkaitan dengan kegiatan
Kerja kelompok kerja masing-masing;

Anggota : 1. Memberikan masukan/saran
Kelompok kepada ketua Kelompok  Kerja
Kerja dalam meayvusun reancana kerjn

Kelompok Kerja;

Membuat Laporan kepada Ketua
Tim  Penggerak Pemberdayaan
dan  kescjahteraan Keluargn
melalui  Ketua Kelompok  Kerju
meluksanukan

<

setiap  sclesa
tugns Kelompok Kerja

Segala  biaya  yang timbul  akibat dikeluarkannyi
Keputusan ini dibebankan kepada Angparan Pendapatan
dan Belanja Dacrah Kabupaten Pesisir Sclatan  setiap
Tahunnya dan sumber-sumber penerimaun lainnya yang

sah dan tidak mengikat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada-tangggl '8 April 2010
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: KEPUTUSAN BUPATI PESISIE BELATAN

410/ 215 [Kpts/BPT-P8/2016

16 APRIL 2016

PENETAPAR PENGURUS TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN MASBA

BAKTI TAHUN 2016-2021.

Nama-Nama dan Busunan Kepengurusan Tim Penggerak dan
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Masa Balkti 2016-2021

Kabupaten Pesisir Selatan

NO NAMA JABATAN
(1) (2) (3)
¥ Ny.Hj. Lisda Hendrajoni,8E,MMTr Ketua
Ny. Titi Rusmayul Anwar Wakil Ketua |
Ny. Yen Erizon,SE T Viakil Ketua Il
1 Ny. Linda Afrizon, MPd Wal:ﬁvkc:i:';*”_l” .
Ny. El Anton Wakil Ketua IV -
6. Desna Khairani,SH Sek:eta;i—s__ .
Ashnda.SH “TSekretaris | o
Vera Kornita, SKM, MM T sekretanis 1 -
9. Gusmardiani,'}\ﬁfl’_a T T | sekretaris o
10. | Helpida Erni, SPd T T [Bendahara o
11. | Susmiderita - ' wakil H(:ﬁai;liurumA o
12. | Serly Gamarsi ) Humas o
13. | Ny. Een Reva Ketua Poi};l o
12 [Ny ArmidaMPd | Wakil Ketua N
15. | Ny. Lina Satria T T | sekretaris )
16. | Ny.Id Herman Budiarto Anggota o
17. | Ny. Yanti Zulfian Anggota o
18. | Ny. Yuni Rosita, S.Ag Anggota
19. | Ny. Surniwati Anggola T
20. | Ny. Fitria sartika | Anggota - )
21. | Ny. Desti Renfilia Anggola
22. | Ny.Zulhaini Yespi Ketua Pokja II
23. | Ny. Rini Azral Wakil Ketua )
C 24. | Ny. Yefita Fefianti Sekretaris
25. [ Ny. Ny. Yefridelti Rusdianto, S.Pd Anggota =
26. | Ny. Imlafihasna Nazirwan, S.Pd Anggola S
27. | Ny. Indraniawati Anggota
28. | Ny.Hj Eni Zulkifli, Spd Anggota
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29. | Ny.Fitmareni Anggn—lﬁ A
30. | Ny. Rosmadianismar, SH Axiﬁ@iu . i
31. | Ny. Susi Helma, S.Pdi Anggota

32. | Ny Tati mardiati o | Anggota

33. | Ny. Tin Yoski Ketua Pokja Il
34. | Ny. Gusniar, S.Pd | Wakil Ketua ’
35. | Ny. Hj.Ai Prinurdin Sekretaris o
36. [Ny Nelis Suheri Angeota
37. | Ny. Yusmalita Angg-c;tum—d T
38. | Ny. Novia Anggota o
39. | Ny. Nurmayasni Anggota

40. | Ny. Mardesti Anggota

41. | Ny. Widyawati Anggota

42. | Ny. Menon Afrizal Anggota

43. | Ny. Dr.Wenny Maswardedi Ketua Pokja IV

44. | Ny. Lidia Devianti, SKM Wakil Ketua

45. | Ny. Era darmadi Sekretaris

46. | Ny. Emi Ismail Anggota

47. | Ny. Isdawati Yusdi Anggota

48. | Ny. Nuraini ] An; gota B

49. | Ny. Fitria Marnita = ;\-négmn i
50. | Ny. o A-l.'\_ég()lll -

Reslif Indra, S.Kep
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